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PUTUSAN
Nomor 221/Pdt.G/2025/PA.Cmi
S
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
secara elektronik dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01
Desember 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kota Cimahi  domisili elektronik: xxx, sebagai

Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tanggal lahir Jakarta, 12 September 1977, umur
47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Driver
(pribadi), bertempat tinggal di Kota Cimahi, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2025
yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Cimahi, Nomor 221/Pdt.G/2025/PA.Cmi, tanggal 14 Februari 2025, telah
mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya

sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat adalah Istri dari Tergugat (TERGUGAT) yang
menikah pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 di Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Cimahi xxx, Kota Cimahi dengan memenubhi
syarat dan rukun nikah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor: xxx/69/111/2013 tertanggal 07 Maret 2013;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat

berstatus Janda Meninggal dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat
terakhir tinggal bersama di Kota Cimabhi;

4. Bahwa selama perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat

tidak dikaruniai keturunan:

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 antara

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat dikarenakan:

6.1 Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain,
Penggugat mengetahui hal tersebut dikarenakan Penggugat
melihat langsung Tergugat berjalan bersama dengan wanita
tersebut, bahkan Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa

Tergugat menjalin hubungan dengan wanita tersebut;

6.2 Antara Penggugat dan Tergugat seringkali berselisin paham perihal
wanita idaman lain, yakni ketika Penggugat bertanya perihal
hubungan wanita tersebut kepada Tergugat, Tergugat bersikap
marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata tolol
dan lebih condong membela wanita tersebut dibandingkan

Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli
2024 dan terhitung kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat pergi
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meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak melakukan hubungan

layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu
Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut setelah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Pengugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk
memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang
ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut

berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut
Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan untuk
Tergugat Nomor 221/Pdt.G/2025/PA.Cmi yang dibacakan di depan
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
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Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka
proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama
persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar
rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap

ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat

didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
l. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/69/111/2013, atas nama
PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi xxx Kota
Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 07 Maret 2013, bukti tersebut telah di-

nazagelen dan telah sesuai dengan aslinya, Bukti P.,
Il. Bukti Saksi

1. SAKSI |, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cimahi, Provinsi
Jawa Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi

adalah ... Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat

adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 07 Maret 2013;
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- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal bersama di Kota Cimabhi;
Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember
2023 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan

Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai saat ini, sudah tidak ada
hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat
agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan
keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada
keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri,

akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat
dan Tergugat;

2, SAKSI I, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Cimahi,
Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi

adalah Ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 07 Maret 2013;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal bersama di Kota Cimahi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember
2023 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Juli 2024 sampai saat ini, sudah tidak ada

hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat
agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan
keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada

keinginannya untuk bercerai;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri,
akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dan Tergugat;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut merupakan sengketa
perkawinan antara orang islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
Pengadilan Agama Kota Cimahi berwenang secara absolut memeriksa dan

mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri di
persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal
menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah

tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana

dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan
Penggugat adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan adanya perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 07 Maret 2013
secara agama lIslam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
secara agama Islam, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan
Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona
standi in judicio), serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR
sehingga membuktikan bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai
suami isteri, yang menikah pada tanggal 07 Maret 2013, dan sampai

sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun,
belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan
Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

4, Bahwa sejak bulan Juli 2024 sampai saat ini Penggugat dan

Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis
Hakim memberi pertimbangan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan
rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan
akan hidup rukun kembali, serta tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh sebab
itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah
sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan
perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah,
sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana dalam firman Allah SWT.
Surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

8390 pSin Jazg ledl loiSuwt) Lzlgl pSumail o o) $15 0 il os

09,5an poil ey s 8 ol dazs.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat

dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan Pendapat Ahli
Hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunah juz Il halaman 89 yang berbunyi, dan

mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

Lol L ol Llsol cesl 13] g il uoladl o wllai a9 31 &)
Artinya: “Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan

apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan

suaminya’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'’in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 11
Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriyah
oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H. dan Dra. Siti Munawaroh, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota dan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat, anpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H. Dra. Siti Munawaroh, S.H
Panitera Pengganti,
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Asep Abdul Azis, S.H.l.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp. 60.000,00
2. ' Rp. 100.000,00
Biaya Proses
3. ' Rp. 40.000,00
Biaya Panggilan

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah ' Rp. 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)
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